
 
 

4. Undang-Undang … 

 
 

BUPATI BURU 
PROVINSI MALUKU 

 

PERATURAN BUPATI BURU 
NOMOR 13 TAHUN 2023 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU  

TAHUN ANGGARAN 2022 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BURU, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 
Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2023 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru 
Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten 
Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000, 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku 
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku 
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3961); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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12. Peraturan … 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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2. belanja … 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 
2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 
2015 Nomor 12); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 
2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Buru Tahun 2023 Nomor 01); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
BURU TAHUN ANGGARAN 2022. 

 
Pasal 1 

 
Realisasi Anggaran Tahun 2022 terdiri dari ; 
1. pendapatan daerah: 

a. pendapatan asli daerah Rp  36.420.758.579,51 
b. pendapatan transfer Rp797.130.100.718,00 
c. lain-Lain pendapatan  

yang sah Rp           nnnnnn.0,00 
  jumlah pendapatan daerah Rp833.550.859.297,51 
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Pasal 4 … 

 
 
2. belanja daerah: 

a. belanja operasi 
1) belanja pegawai Rp317.165.794.249,00 
2) belanja barang dan Jasa Rp177.265.655.654,07 
3) belanja bunga Rp       143.142.361,04 
4) belanja subsidi Rp                        0,00 
5) belanja hibah Rp  21.213.863.064,00 
6) belanja bantuan sosial Rp    7.090.750.750,00 

  Rp522.879.206.078,11 
b. belanja modal 

1) belanja modal - tanah Rp                         0,00 
2) belanja modal -  

peralatan dan mesin Rp  44.198.992.927,69 
3) belanja modal –  

gedung dan bangunan Rp  48.406.588.300,22 
4) belanja modal - jalan,  

irigasi dan jembatan  Rp  87.354.205.447,00 
5) belanja modal –  

aset tetap lainnya Rp       303.773.000,00 
Rp180.263.559.674,91 

c. belanja tak terduga 
belanja tak terduga Rp    1.612.187.000,00 

d. belanja transfer 
1) belanja bagi hasil Rp     1.885.771.500,00 
2) belanja  

bantuan keuangan Rp 119.573.432.141,00 
 Rp121.459.203.641,00 

jumlah belanja daerah Rp826.214.156.394,02 
surplus/(defisit) Rp    7.336.702.903,49 

 
3. pembiayaan 

a. penerimaan Rp    1.848.732.085,69 
b. pengeluaran Rp    6.250.000.000,00 

 jumlah pembiayaan netto Rp   (4.401.267.914,31) 
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp    2.935.434.989,18 

 
Pasal 2 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Buru ini. 

 
Pasal 3 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 
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Pasal 4 
 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati  ini. 

 
Pasal 5 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan 
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 

Pasal 6 
 

Peraturan Bupati Buru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru 

 
Ditetapkan di Namlea 
pada tanggal 20 Oktober 2023 

PENJABAT BUPATI BURU, 
 

         

     
DJALALUDDIN SALAMPESSY 

Diundangkan di Namlea 
pada tanggal 20 Oktober 2023 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BURU, 
 

         
 
 
 
MOHAMMAD ILIAS BIN HAMID 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2023 NOMOR 13 

 

 
  
 
 
 

 
 


